
Menimbang

Mengingat

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR rll .TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA PEGAWAI NEGERI SIPIL

TAHUN 2O2A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal lT ayat {21
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2o2o
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun
2CI20 kepada pegawai Negeri Sipil, prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai Nonpegawai
Negeri Sipil, dan penerima pensiun atau
T\rnjangan, perlu menetapkan peraturan Bupati
Tapin tentang Pedoman Teknis pemberian

Tlrqiangan Hari Raya pegawai Negeri Sipil Tahun
2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2T56l;

2. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZOO3 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42561;
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3,

4.

Undang-Undang Nomor I ?ahun ZAO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor S, Tambahan t embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun ZAO4
tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2OO4
Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor aaOO);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4

tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Fusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO4 Nomor L%O, ?ambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2Ol4
tentang Aparatur Sipil Negara (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A14

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor Saga\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah {L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZAl4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor SSBZ),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

5.

6.

7.

n\
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8.

Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor ZS Tahun ZOl4
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Ind,onesia Tahun 2015
Nomor SB, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56T9l;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
tentang Administrasi pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor ZgZ, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Afi
tentang Manqiemen pegawai Negeri Sipil

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AI7 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun ZAZA tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2A17 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun ZA2O Nomor 68,

Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6a771;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

ZOLT Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6OaU;

9.

10.

\
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11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun ZAW
tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2079 Nomor 42, Tambahan l"embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

12. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2AZO
tentang pemberian Tuqjangan Hari Raya
Tahun 2AZA kepada pegawai Negeri Sipil,
Prqjurit Tentara Nasional Ind.onesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Nonpegawai Negeri Sipit, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2CI20 Nomor L32, Tambahan Lemba.ran

Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

13. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor

OS Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin {Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05),

ssfngaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Daerah
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15.

Kabupaten Tapin Nomor Og Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 0S Tahun
2OO8 tentang pemhentukan Organisasi dan
Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
01 ?ahun 2OlZ tentang pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tapin (I-embaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun zAn Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
12 ?ahun 2At2 tentang pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin Tahun ZAn Nomor

t2l;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor

09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2OL6 Nomor 09), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin

Nomor 10 Tahun 2A79 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaaten Tapin

Nomor 09 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2019 Nomor 10);

16.

L7.
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
OB Tahun ZOlg tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran ZA20 (Lenabaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun ZOlg Nomor 0g);

19. Peraturan Bupati Tapin Nomor ZS Tahun
2A16 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tbgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2A16 Nomor 2S), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun ZOLS

Nomor 31);

20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun

2CI19 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belaqfa Daerah Tahun

Anggaran 2O2A {Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2Al9 Nomor 28), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun

2O2O tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun

2Ol9 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2A2O perita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2O2A Nomor 13);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
PEGAWAI NEGERI SIFIL TAHUN 2O2O.

BAB I

KETENTUAN UMUM
pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelen ggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur sipil Negara secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan
Pemerintahan.

5. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan

Pengelcllaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
7. Gaji Pokok adalah Gqii Pok<lk sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan tentang Gaji.

8. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji.

9. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji, yang

meliputi tunjangan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan

tunjangan jabatan yang dipersamakan dengan tunjangan
jabatan.

10. Tunjangan Umum adalah tunjangan umum sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaj i.
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11.

12.

surat Permintaan pembayaran yang seranjutnya disingkat spp
adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disinskat SpM
adalah dokumen yang digunat<an untuk penerbitan surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah.
surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut sp2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

(1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2A diberikan kepada:

a. PNS;

b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri;

c. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh

instansi induknya;

d. PNS penerima uang tunggu;

e. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas,

atau gugur;

f. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
g. Calon PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi PNS dalam
jabatan:

a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan

administrator;

b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;

c. fungsional ahli madya;

d. fungsional ahli muda;

e. fungsional ahli pertama;

f. fungsionalpenyelia;

13.
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g. fungsional mahir;
h. fungsional terampil;
i. fungsional pemula; dan
j. pelaksana.

pasal 3
Tunjangan Hari Raya Tahun zoza tidak diberikan kepada:
a. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara

jabatan pimpinan tirggr;
b. PNS dalam jabatan fungsionat ahli utama atau dalam jabatan

setara

c. jabatan fungsional ahli utama;

d. PNS yang sedang menjalani cuti di ruar tanggungan Negara; dan
e. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di

dalam maupull di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi
ternpat penugasannya.

Pasal 4

{1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu

sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret ZAZO.

{2} Dalam hal penghasilan 1 {satu) bulan pada bulan Maret za2o

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar

penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya

penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih

kekurangan Tunjangan Hari Raya.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

meliputi:

a. gqji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

*\
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(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, tambahan
penghasilan, insentif kinerja, insentif kerja, tuqiangan bahaya,
tunjangan resiko, tunjangan pengasranan, tur$angan Brofesi atau
tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan,
tambahan penghasilan bagr guru pNS, insentif khusus,
tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan ruar
negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan
kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan
penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, selain potongan pajak
penghasilan.

(6) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan
ditanggung pemerintah.

Pasal 5

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau

gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} huruf e

diberikan Ttrnjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 {satu}

bulan g4ji terusan pada bulan Maret 2O2O dan anggarannya

dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf f diberikan Tunjangan

Hari Raya sebesar penghasilan 1 {satu} bulan gaji terusan pada

bulan Maret 2A2O dan anggarannya dibebankan pada instansi

atau lembaga tempat PNS bekerja.

Besaran Tu4jangan Hari Raya bagr Calon PNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf g meliputi:

a. 80o/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(1)

t2l

(3)
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pasat 6
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun
dimaksud dalam pasal 2 dilakukan
mestinya.

2O2A bagi pNS sebagaimana

pembulatan sebagaimana

(1)

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal Z
(1) Tunjangan Hari Raya ?ahun 2ozo basr pNS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh)
hari keq'a sebelum tanggal hari raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat
dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasa1 8

Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2A dilaksanakan
melalui penerbitan sPM langsung oleh pejabat penandatangan

SPM ke rekening penerima.

Pejabat penandatangan SPM mengajukan SPM Langsung

Tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah.

SPM Langsung Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan SPM THR Gaji, untuk pembayaran

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau

tunjangan umum.

(4) SPM L,angsung T\rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat tersendiri dari terpisah dari SPM gaji

bulanan.

(5) Jenis SPM Langsung Tunjangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) termasuk digunakan untuk pembayaran

kekurangan atau susulan pembayaran Thnjangan Hari Raya

Tahun 2420.

{2)

(3)

\
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Pasal 9
Penerbitan Surat Keterangan penghentian

yang mengalami mutasi pindah agar
pembayaran Ttrnjangan Hari Raya telah
dibayarkan.

Pembayaran Gaji bagi pNS

dicantumkan keterangan

dibayarkan atau belum

Pasal 10

Proses Penerbitan dan pengajuan Spp,

Hari Raya Tahun 2OZO dilakukan
peraturan perundang-undangan

SPM, dan SP2D Ttrnjangan

sesuai dengan ketentuan

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2A2O bagr pNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2AZA mehlui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan

teknis yang mengatur Pemberian Tuajangan Hari Raya kepada

Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralqyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tapin dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor O5 Tahun

zAW tentang Pedoman Teloris Pemberian Tuqiangan Hari Raya, dan

gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah di lingkungall Pemerintatr Daera-h Kabupaten Tapin (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2OLg Nomor 05) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

\
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pasal 13
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rnntau

pada tanggal ?4 t'lei I02C

fyyi*, I,

\ffi,-4-Diundangkan di Rantau

pada tanggal t& &ryei e,-1a0

SEKRETARIS DAEFAH KABUPATEN TAPIN,

BERITA D

IANSYAH

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2O2A NOMOR f4


